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BONE, FAJAR — Alat Kelengkapan Dewan
(AKD) sejumlah daerah tak kunjung terben-
tuk. RAPBD 2025 pun tersandera.

SITUASI ini mengakibat-
kan pengesahan Rancang-
an Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAP-
BD) 2025 mulur.
Drafanggaranha-
nya bisa dibahas
antara tim ang-
garan pemerintah
daerah (TAPD) de-
ngan dewan jika
AKD telah terben-
tuk.

Bone bersama
Wajo, dan banyak
daerah lainmeng-
hadapi situasi se-
rupa. Tiga-empat partai pe-
raih suara tertinggi, bahkan
ada yang turut “menyande-
ra” SK sehingga setwan be-
lum bisa memproses pelan-
tikan pimpinan.

Pembentukan AKD yang

lambat ini berpotensi mem-
buatpembahasan RAPBD di~
bahas secara kilat dan mi-
nim tinjauan kritis dari para
legislator.

Di Bone, pe-
ngesahan AKD,
khususnya ke-
tua dan wa-
kil ketua II be-
lum bisa dila-
kukan lantaran
dua partai lam-
ban menentu-
kan kader un-
tuk mengisi pos
pimpinan. Baru
dua dari total empat pimpin-
an yang dilantik, yakni wa-
kil ketua I dari PKB dan wa-
kil ketua I1I dari PPP.

Sementara ketua dan
wakil ketua IV, penentuan
nama-nama oleh partai, le-

min

let. Dua posisi terakhir ini
memang sudah ada nama
disetorkan oleh partai, na-
mun butuh proses lagi ka-
rena harus diusulkan lagi ke
Pemprov Sulsel untuk men-
dapatkan SK pengesahan.

“Untuk dua AKD pimpin-
an DPRD itu sementara kita
sudah usulkan ke guber-
nur,” beber Sekretaris DPRD
Bone Ishan Samin, Selasa,
15 Oktober.

“Ini sementara ini kita
tunggu peresmiannya de-
ngan keputusan gubernur-
nya. Begitu kita terima, kita
adakan rapat paripurna un-
tuk pengucapan sumpah,”
sambungnya.

Itu belum AKD lainnya.
Terdapat ada enam AKD
di DPRD Bone, meliputi
pimpinan, badan anggar-
an (Banggar), badan mu-
syawarah (Bamus), badan
pembentukan peraturan
daerah (Bapemperda), ko-
misi, dan badan kehormat-
an (BK).

Sebagian besar di anta-
ranya untuk penetapan ke-
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tuanya, bersifat ex-officio
alias otomatis melekat de-
ngan AKD pimpinan. Se-
mentara sisanya dalam pro-
sesperampungandimasing-
masing partai, seperti untuk
ketua-ketua fraksi yang ber-
jumlah empat kursi.
“Sementara proses, kare-
na sementara sudah bersu-
rat ke masing-masing frak-
si untuk meminta nama dan
sampai sekarang baru tiga

fraksi yang sudah usulkan,”

kata Ishan.

DPRD Bone saat ini juga
tengah merampungkantata
tertib, sehingga diharapkan
ini bisa selesai bersamaan.
Targetnya, paling lambat pe-
lantikan ketua dan waket II
ini bisa digelar pekan depan.

Hanya Menunggu
Soal keterlambatan pem-
bahasan RAPBD, TAPD me-
maklumi kondisi ini. Mereka
tak bisa berbuat banyak, se-
bab ini menjadi kewenang-
an provinsi dan partai. TAPD
hanya menunggu.
“Berbicaraterlambatpasti

teﬂambat,yang)elasnyakxa
upayakan dipercepat,” ujar
Pit Kepala Badan Keuang-
an dan Aset Daerah (BKAD)
Bone, Budiono.

Pembahasan Kebijakan
Umum Anggaran dan Priori-
tas Plafon ran Semen-
tara (KUA-PPAS) dilaporkan
sudah dilakukan oleh AKD
sebelumnya, sehingga tu-
gas dewan saat ini sisa pe-
ngesahan.

Ini membuat pembahas-
an panjang tak lagi harus di-
lakukan. Meski cukup lam-
bat, dia memastikan ini ti-
dak akan menyeberang ta-
hun. “Yang jelas tidak me-
nyeberangtahun 2025.Kan,
KUA-PPAS sudah, sisa pe-
ngesahan, bahasan DPRD,”
jelasnya.

Pembahasan ini menu-
rut Budiono belum bisa di-
jamin pihaknya, sebab ber-
gantung dari DPRD sendiri.
Namun, diamemastikan jika
sudah ada AKD yang leng-
kap, maka ini akan sece-
patnya digodok oleh pem-
kab. (*)
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